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A. Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
1. Lokasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
Lokasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo berada di Jalan Kyai Mawardi 
Nomor 1 Sukoharjo, dimana terletak pada bagian tenggara Provinsi 
Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah antara lain: 
Sebelah utara       :  Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar 
Sebelah timur      :  Kabupaten Karanganyar 
Sebelah selatan  :  Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul   
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
2. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Sukoharjo, Pasal 11 menyebutkan bahwa Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi 
dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan  dan aset-aset 
daerah. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan 
Strutural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
 
1 
Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 3 menyebutkan bahwa DPPKAD 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset  daerah. Untuk menyelenggarakan tugas 
pokok tersebut,oleh karena itu DPPKAD mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di 
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
4. Pengkoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan kegiatan di bidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
5. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri 
dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan 
dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat, unsur perencana yang 
diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi 
dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas bupati dalam penyusunan 
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam 
lembaga teknis daerah dalam bentuk badan atau kantor atau rumah sakit, 
dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah. 
Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2009 
terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yaitu Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat menjadi 
DPPKAD. 
 
B. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan 
Strutural Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan 
organisasi DPPKAD Sukoharjo terdiri dari: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, terdiri atas: 
1. Sub bagian Program 
2. Sub bagian Keuangan 
3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
c. Bidang Anggaran, terdiri atas: 
1. Seksi Perencanaan Anggaran 
2. Seksi Penyusunan Anggaran 
3. Seksi Pelaksanaan Anggaran 
d. Bidang Pendapatan, terdiri atas: 
1. Seksi Pendapatan Asli Daerah 
2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 
3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan 
e. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas: 
1. Seksi Perbendaharaan I 
2. Seksi Perbendaharaan II 
3. Seksi Perbendaharaan III 
f. Bidang Akuntansi, terdiri atas: 
1. Seksi Verifikasi 
2. Seksi Akuntansi  
3. Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 
g. Bidang Kas, terdiri atas: 
1. Seksi Penerimaan 
2. Seksi Pengeluaran 
3. Seksi Pengendalian dan Pelaporan 
h. Bidang Aset dan Investasi Daerah, terdiri atas: 
1. Seksi Penatausahaan Aset Daerah 
2. Seksi Pendayagunaan Aset Daerah 
3. Seksi Investasi Daerah 
i. Kelompok Jabatan Fungsional 
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C. Deskripsi Jabatan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
Berdasarkan Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 44 tahun 2008 
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan 
Struktural pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah 
Kabupaten Sukoharjo, Pasal 2 menyebutkan bahwa susunan organisasi 
DPPKAD Sukoharjo terdiri dari beberapa tingkatan atau bagian  yang 
mempunyai tugas pokok berbeda antara yang satu dengan yang lainnya 
namun masih mempunyai keterikatan atau saling berhubungan antar bagian 
tersebutan, yaitu sebagai berikut : 
1) Kepala Dinas  
Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset  daerah. 
2) Sekretariat 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kesekretariatan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian, program, serta 
keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada 
Sekretariat. 
3) Sub Bagian Program 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan. 
 
 
4) Sub bagian Keuangan 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi keuangan 
dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 
5) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum 
organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan 
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi 
kepegawaian. 
Tabel II.1. 
Daftar Personil Sekretariat DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
1.  R.Aj. Koestrini, SE Penata tingkat I / IIId Sekretaris 
2.  Dra. Sri Endang Setyowati Penata tingkat I / IIId Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepega 
waian 
3.  Sri Mariyati Penata tingkat I / IIId Kepala Sub Bagian 
Keuangan 
4.  Nardi, SE Penata / IIIc Kepala Sub Bagian 
Program 
5.  Romwakidah, SH Penata / IIIc Staf Sekretariat 
6.  Sri Subastuti Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Sekretariat 
7.  Sri Warsini Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Sekretariat 
8. Sutopo Raharjono Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Sekretariat 
9. Sumarno Pengatur Muda Tingkat I / 
Iib 
Staf Sekretariat 
10. Agus Sutomo Pengatur Muda / IIA Staf Sekretariat 
11. Slamet Raharjo Pengatur Muda / IIA Staf Sekretariat 
12. Sujadi Pengatur Muda / IIA Staf Sekretariat 
13. Anis Marsudiati, S.IP Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Sekretariat 
 
 
6) Bidang Anggaran 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan, penyusunan 
anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai pelaksanaan 
anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran belanja dan 
pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab 
pada bidang anggaran. 
Bidang anggaran terdiri dari 3 bagian, yaitu : 
7) Seksi Perencanaan Anggaran 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang perencanaan anggaran. 
8) Seksi Penyusunan Anggaran 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang penyusunan anggaran. 
9) Seksi Pelaksanaan Anggaran 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang penyusunan anggaran. 
 
 
 
 
Tabel II.2. 
 Daftar Personil Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
 
1. Dahlia Artiwi, SE Pembina / Ia Kabid Anggaran 
2. Richard Tri Handoko, SE Penata Tingkat I / IIId Kasi Penyusunan 
Anggaran 
3. Hartono, S.Pd, SH Penata Muda Tingkat I / IIIb Kasi Perncanaan 
Anggaran 
4. Nunuk Yamtini, S.Sos, 
MM 
Penata / IIIc Kasi Pelaksanaan 
Anggaran 
5. Pipit Rafikasari, SE Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Anggaran 
6. Agung Rohmaji, S.Kom Penata Muda / IIIa Staf Bidang 
Anggaran 
7. Adhi Wismono, SE Penata Muda / IIIa Staf Bidang 
Anggaran 
8. Anna Kristiani, SE Penata Muda / IIIa Staf Bidang 
Anggaran 
9. Tukijo Pengatur Muda / IIa Staf Bidang 
Anggaran 
 
10) Bidang Pendapatan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi 
keseluruhan aktvitas mengenai pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan, dan penagihan pendapatan yang diserahkan dan menjadi 
tanggung jawab pada Bidang Pendapatan. 
11) Seksi Pendapatan Asli Daerah 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang pendapatan asli daerah. 
 
 
12) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. 
13) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel II.3. 
Daftar Personil Bidang Pendapatan DPPKAD Sukoharjo 
 
 
 
 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
1. Drs. Darwanto, MM Pembina / Iva Kabid Pendapatan 
2. Bambang Siswanto, SH Penata Tingkat I / IIId Kasi Intensifikasi 
dan 
Ekastensifikasi 
Pendapatan 
3. Suparni, SH Penata Tingkat I / IIId Kasi Pendapatan 
Asli Daerah 
4. Giyarni, SH, MH Penata Tingkat I / IIId Kasi Dana 
Perimbangan dan 
Lin-lain 
5. Prastyo, S.Sos Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Pendapatan 
6. Sugiyanto, S.Sos Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Pendapatan 
7. Ekawati Harjantiningsih Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Pendapatan 
8. Kristina Saptaningsih Penata Muda / IIIa Staf Bidang 
Pendapatan 
9. Minuk Mintorahayu Penata Muda / IIIa Staf Bidang 
Pendapatan 
10. Dalyanto Pengatur / IIc Staf Bidang 
Pendapatan 
11. Sukimin Pengatur / IIc Staf Bidang 
Pendapatan 
12. Aisyah Nurlaila 
Romahsyah, A.Md 
Pengatur / IIc Staf Bidang 
Pendapatan 
13. Jokanan Prasetyo 
Haryanto 
Pengatur Muda / IIa Staf Bidang 
Pendapatan 
14. Sisno, SE Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Pendapatan 
15. Eka Safariyanta Pengatur Muda / IIa Staf Bidang 
Pendapatan 
14) Bidang Perbendaharaan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan meliputi 
keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Dana ( SP2D ) untuk 
pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar ( SPM ) dari 
permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening kas umum 
daerah. 
15) Seksi Perbendaharaan I 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang Perbendaharaan I. 
16) Seksi Perbendaharaan II 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang Perbendaharaan II. 
17) Seksi Perbendaharaan III 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang Perbendaharaan III. 
 
 
 
 
 
Tabel II. 4. 
 Daftar Personil Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
1. Dian Kurniati, SE, MM Pembina / IVa Kabid 
Perbendaharaan 
2. Dra. Hartini Penata Tingkat I / IIId Kasi 
Perbendaharaan I 
3. Yayuk Sri Rahayu, SE Penata / IIIc Kasi 
Perbendaharaan II 
4. Mulyadi, SH Penata Muda Tingkat I / IIIb Kasi 
Perbendaharaan III 
5. Siti Zulaikha Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Perbendaharaan 
6. Suharto, S.Sos Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Perbendaharaan 
7. Sudarni Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Perbendaharaan 
8. Sukino Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Perbendaharaan 
9. Mardiastuti Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang 
Perbendaharaan 
10. Hafida Puspitasari, SE Penata Muda / IIIa Staf Bidang 
Perbendaharaan 
11. Sri Palupi, A.Md Pengatur / IIc Staf Bidang 
Perbendaharaan 
12. Andang Purnomo, A.Md Pengatur / IIc Staf Bidang 
Perbendaharaan 
13. Endang Sri Wiyanti Pengatur Muda / IIa Staf Bidang 
Perbendaharaan 
14. Hartono Pengatur Muda / IIa Staf Bidang 
Perbendaharaan 
 
18) Bidang Akuntansi 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi keseluruhan 
aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis data keuangan, dan 
sistem akuntansi serta fasilitasi penyusunan laporan keuangan yang 
diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Akuntansi. 
 
19) Seksi Verifikasi 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang verifikasi. 
20) Seksi Akuntansi  
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang akuntansi. 
21) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang fasilitasi penyusunan laporan keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel II.5.  
Daftar Personil Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
1. Basuki, SE, M.Si Penata Tingkat I / IIId Kabid Akuntansi 
2. Joko Harsono, SH Penata Muda Tingkat I / IIIb Kasi Akuntansi 
3. Endang Edy Sukasti Penata Tingkat I / IIId Kasi Verifikasi Fa 
silitas Penyusunan 
Lap.Keuangan 
4. Sujarwo, SE, M.Si Penata / IIIc Staf Bidang Akun 
Tansi 
5. Tri Hastuti, SE Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang Akun 
Tansi 
6. Hastuti Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang Akun 
Tansi 
7. Sepi Hartati, SE Penata Muda / IIIa Staf Bidang Akun 
Tansi 
8. Erlina Winanti, SE, AKT Penata Muda / IIIa Staf Bidang Akun 
Tansi 
9. Yuli Siti Rahayuni Penata Muda / IIIa Staf Bidang Akun 
Tansi 
10. Giyanto Pengatur Tingkat I / IId Staf Bidang Akun 
Tansi 
11. Iwan Suseno Hadi Pengatur / IIc Staf Bidang Akun 
Tansi 
12. Maridi Pengatur / IIc Staf Bidang Akun 
Tansi 
13. Arnesnata Binta 
Pradestya, SE 
Penata Muda / IIIa Staf Bidang Akun 
Tansi 
14. Wijayanti, SE Penata Muda / IIIa Staf Bidang Akun 
Tansi 
15. Dwi Sarwianti P Pengatur Muda / IIa Staf Bidang Akun 
Tansi 
 
22) Bidang Kas 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kas meliputi keseluruhan 
aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran, pengendalian, dan 
pelaporan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada bidang 
Kas. 
 
23) Seksi Penerimaan 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang penerimaan. 
24) Seksi Pengeluaran 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang pengeluaran. 
25) Seksi Pengendalian dan Pelaporan 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang pengendalian dan pelaporan. 
 
Tabel II.6.  
Daftar Personil Bidang Kas DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
 
 
 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
1. Wisnu Martanto, SE, M.Si Pembina / Ia Kabid Kas 
2. Nuryani Rahayu, SE, M.Si Pembina / Ia Kasi Pengendalian 
dan Pelaporan 
3. Setyo Budi S, SE Penata Tingkat I / IIId Kasi Penerimaan 
4. Puji Herumiyati, SE Penata Tingkat I / IIId Kasi Pengeluaran 
5. Sri Suparni Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang Kas 
6. Dewi Susilowati, SE, M.Si Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang Kas 
7. Dewi Patnawati, SE Penata Muda / IIIa Staf Bidang Kas 
26) Bidang Aset dan Investasi Daerah 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan penghapusan, 
pengelolaan aset daerah, dan investasi daerah yang diserahkan dan 
menjadi tanggung jawab pada bidang Aset dan Investasi Daerah. 
27) Seksi Penatausahaan Aset Daerah 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang penatausahaan aset daerah. 
28) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang pendayagunaan aset daerah 
29) Seksi Investasi Daerah 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di 
bidang investasi daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel II.7. 
Daftar personil Bidang Aset Dan Investasi Daerah  DPPKAD Kab. Sukoharjo 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
1. Agustinus Setiyono, S.Sos Penata Tingkat I / IIId Kabid Aset dan 
Investasi Daerah 
2. Drs. Djoko Poernomo Penata Tingkat I / IIId Kasi 
Pendayagunaan 
Aset Daerah 
3. Drs. Triyono Penata Tingkat I / IIId Kasi Investasi 
Daerah 
4. Setyawati, B.Sc Penata / IIIc Kasi 
Penatausahaan 
Aset Daerah 
5. Sugiyanto, S.E Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang Aset 
dan Investasi 
Daerah 
6. Sugeng Darwanto, SE Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang Aset 
dan Investasi 
Daerah 
7. Budi Santoso Penata Muda Tingkat I / IIIb Staf Bidang Aset 
dan Investasi 
Daerah 
8. Nur Andrianita, SE Penata Muda / IIIa Staf Bidang Aset 
dan Investasi 
Daerah 
9. Untung Raharjo Pengatur Muda / Iia Staf Bidang Aset 
dan Investasi 
Daerah 
10. Eko Sulistyo Pengatur Muda / IIa Staf Bidang Aset 
dan Investasi 
Daerah 
11. Muntari Juru Muda / Ia Staf Bidang Aset 
dan Investasi 
Daerah 
  
30) Kelompok Jabatan Fungsional 
Mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok 
DPPKAD. 
 
 
 
Tabel II.8. 
Personil Koordinator DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
 
 
31) Sub Bagian Program 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan perencanaan, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan. 
32) Sub bagian Keuangan 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi keuangan 
dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 
 
 
NO. NAMA PANGKAT/GOLONGAN JABATAN 
1. Priyanto Penata / IIIc Koordinator Kec. Baki 
2. Suharno Penata Muda Tingkat I / IIIb Koordinator Kec. 
Bendosari 
3. Susarto Penata Muda Tingkat I / IIIb Koordinator Kec. 
Mojolaban 
4. Suparno Penata Muda Tingkat I / IIIb Koordinator Kec. Nguter 
5. Sumadi, SE Penata Muda Tingkat I / IIIb Koordinator Kec. 
Sukoharjo 
6. Wahyudi Penata Muda Tingkat I / IIIb Koordinator Kec. Bulu 
7. Agus Waluya Penata Muda / IIIa Koordinator Kec. 
Kartasura 
8. Endro Hartono Penata Muda / IIIa Koordinator Kec. 
Polokarto 
9. Supomo Penata Muda / IIIa Koordinator Kec. Grogol 
10. Daroji, SE Penata Muda / IIIa Koordinator Kec. 
Tawangsari 
11. Suradi Pengatur / IIc Koordinator Kec. Weru 
33) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas pokok dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, 
koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum 
organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan 
dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi 
kepegawaian. 
 
D. Latar Belakang Masalah 
 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
dan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan antara pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah 
dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi 
daerah sebagai sumber dana daerah itu sendiri. Pemerintah dan DPR  telah 
mengeluarkan Undang – undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang – 
undang Nomor 34 Tahun 2000. Sedangkan sebagai aturan pelaksanaan 
Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2001.  
Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah 
diharapkan harus lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan untuk 
memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di 
daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah 
Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang diberikan hak dan otorisasi 
penuh dalam otonomi daerah untuk menjalankan dan mengatur rumah 
tangganya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah 
Sukoharjo dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya adalah dengan 
optimalisasi pemungutan pajak daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah 
berasal dari sektor pajak daerah meliputi : 
1. Pajak Hotel 
2. Pajak Restoran 
3. Pajak Hiburan 
4. Pajak Reklame 
5. Pajak Penerangan Jalan 
6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 
7. Pajak Parkir 
 Dari ke tujuh jenis pajak daerah tersebut pajak restoran mengalami 
peningkatan yang paling  signifikan bila dibandingkan jenis pajak daerah 
yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari target yang ingin dicapai 
dibandingkan dengan realisasinya yang terjadi selama tiga tahun ke 
belakang, yaitu mulai dari tahun 2007 sebesar 1.78% , 2008 sebesar 0.80% 
dan 2009 sebesarar 1.90%. 
 Kemampuan dari Pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak 
restoran terhadap target yang telah direncanakan menunjukan 
keefektivitasan dalam pengelolaan pajak restoran. Suatu daerah yang 
mempunyai rasio keefektivitasan yang tingi maka semakin baik pula 
kemampuan daerahnya ( Halim,2004 : 135 ). Pajak restoran dikategorikan 
efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 atau 100%. Dengan semakin 
efektifnya pemungutan pajak restoran tersebut maka semakin besar 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk meneliti tentang 
efektivitas pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas 
Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sukoharjo. 
Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian sebagai Tugas Akhir 
dengan judul : “ ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK 
RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH 
SUKOHARJO TAHUN 2007 - 2009 ”. 
 
E. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah ini 
adalah : 
1. Bagaimana sistem  dan prosedur pemungutan pajak restoran. 
2. Bagaimana efektivitas pemungutan pajak restoran. 
3. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD. 
4. Apa saja hambatan – hambatan dalam pemungutan pajak restoran. 
5. Apa saja tindak lanjut DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam upaya 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD). 
 
 
 
F. Batasan Masalah 
Berdasarkan perumusan masalah di atas maka perlu dilakukan  batasan 
masalah. Hal ini bertujuan  agar pembahasan  masalah yang terdapat  pada 
perumusan masalah tersebut dapat lebih terarah. Oleh karena itu, 
permasalahan dibatasi oleh penulis dalam hal – hal sebagai berikut: 
1. Analisis efektivitas Pajak daerah ini hanya dikhususkan pada pajak 
restoran. 
2. Periode dalam perbandingan yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitiannya  hanya 3 periode terakhir yaitu tahun 2007, 2008 dan 2009. 
 
G. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak restoran. 
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak restoran. 
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap PAD. 
4. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam pemungutan pajak 
restoran. 
5. Untuk mengetahui tindak lanjut DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam 
upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). 
 
 
 
 
H. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Penulis 
a. Untuk memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan pajak daerah 
khususnya pajak restoran. 
b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penerapan ilmu yang 
diperoleh di bangku kuliah. 
c. Dapat mengetahui tingkat perkembangan pajak restoran yang 
merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah. 
d. Dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh penulis ( peneliti ) sebagai 
bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 
dengan  materi atau pembahasan penelitian tersebut. 
2. Bagi Instansi yang berkaitan ( DPPKAD ) 
a. Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan 
bahan pertimbangan dalam pemanfaatan dan pengelolaan  pajak 
restoran yang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  
(PAD) .  
b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi DPPKAD kabupaten Sukoharjo 
mengenai keberadaan pajak restoran yang sangat potensial dipungut. 
c. Sebagai bahan masukan bagi DPPKAD dalam mengoptimalkan 
pelayanan pemungutan pajak restoran pada masyarakat dalam hal ini 
adalah WP restoran. 
 
 
3. Bagi pembaca. 
a. Dapat memberikan manfaat, berupa tambahan informasi dan sebagai 
referensi bacaan untuk memperdalam retribusi daerah. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi penulis lain sebagai bahan masukan penelitiannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
a. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang 
terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 
b. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan, klerikal, biasanya melibatkan 
beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seregam transaksi perusahaan yang 
terjadi secara berulang – ulang. 
2. Definisi Pajak 
Masyarakat pada umumnya telah memahami bahwa pajak yang 
dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan. 
Untuk itu, memahami makna fungsi dan peran pajak, dapat dilihat dari 
beberapa pengertian pajak dari beberapa ahli ekonomi, antara lain : 
a. Dr. Soeparman Soehamidjaja 
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
pengusaha berdasarkan norma – norma hukum, guna menutup biaya – 
biaya produksi barang – barang dan jasa – jasa kolektif dalam 
mencapai kesejahteraan umum. ( Burton dan Wirawan, 2004 ) 
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b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang – 
undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal 
balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.( Mardiasmo,2006 :1 )   
c. Mr. Dr. N. J. Feldman 
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang  
kepada penguasa ( menurut norma – norma yang ditetapkan secara 
umum ), tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan 
untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum. 
Dari definisi – definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
a.  Pajak dipungut oleh pemerintah 
b. Yang berhak memungut pajak hanyalah pemerintah. 
c. Membayar pajak merupakan iuran wajib dari rakyat  kepada Negara 
yang telah diatur dalam Undang – undang. 
d. Merupakan iuran yang harus atau wajib dibayar oleh rakyat yang 
dikenakan kewajiban membayar  iuran tersebut. Jika tidak, maka 
terhadap WP tersebut dapat dikenakan tindakan hukum oleh 
pemerintah berdasarkan Undang – undang untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 
e. Pajak tidak ada kontraprestasi atau jasa imbalan langsung atau jasa 
timbal 
f. Dalam hal ini Wajib Pajak harus membayar iuran kepada negara 
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung,imbalan tidak 
langsung  yang diperoleh Wajib Pajak tersebut dapat berupa pelayanan 
pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat baik yang membayar 
pajak atau di bebaskan dari pengenaan pajak. 
g.   Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni 
pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
3. Fungsi Pajak 
Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 
1. Fungsi Budgetair atau Financial  
Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran – pengeluarannya. 
Menurut Undang – undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(PDRD ) No 34 Tahun 2000 disebutkan bahwa fungsi pajak budgetair 
merupakan sumber PAD yang penting dalam membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah untuk 
menetapkan otonomi daerah. 
2. Fungsi Regulerend atau Mengatur  
Pajak merupakan alat untuk mengukur atau melaksanakan 
kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan politik dengan 
tujuan tertentu. 
Contohnya: Pemerataan pendapatan masyarakat, keadilan sosial 
melalui pembiayaan silang dan subsidi, mendorong produksi dan 
investasi, mengurangi tingkat inflasi, meningkatkan pendidikan dan 
penelitian serta melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
 
4. Syarat Pemungutan Pajak 
a. Pemungutan Pajak harus Adil ( Syarat Keadilan ) 
Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak 
secara umum dan merata, serta sesuai dengan kemampuan masing – 
masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan 
hak wajib bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan penundaan 
dalam pembayaran dan mengajukan banding pada Majelis Pertumbuhan 
Pajak.   
b.  Pemungutan Pajak harus berdasarkan dengan Undang - undang  ( Syarat 
Yuridis ) 
Pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A yakni memberikan jaminan 
hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warganya. Hal ini 
disebabkan karena Pasal 23A UUD 1945 telah tegas menyatakan 
pengenaan pajak harus melalui UU. Artinya bahwa setiap pengenaan pajak 
terhadap suatu jenis penghasilan yang diperoleh oleh pembayar pajak        
( rakyat ) harus "sepengetahuan" dan persetujuan DPR sebagai lembaga 
yang mewakili rakyat yang terkena beban pajak tersebut.  
Dengan demikian, tidak pada tempatnya apabila DPR 
mendelegasikan pengenaan pajak terhadap jenis-jenis penghasilan tertentu 
(terutama masalah penentuan tax base dan tax rate) kepada Pemerintah. 
c.   Tidak mengganggu Perekonomian ( Syarat ekonomis ) 
Dalam memungut pajak tidak boleh mengganggu kelancaran 
kegiatan produksi maupun perdagangan sehngga tidak ada kesenjangan 
dalam perekonomian masyarakat. 
d. Pemungutan Pajak harus Efisien ( Syarat Finansiil ) 
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemngutannya. 
e.  Pemungutan Pajak harus sederhana 
Sistem Pemungutan Pajak yang sederhana akan memudahkan dalam 
memenuhi kewajiban perpajakan atau dalam membayar pajak. 
 
5. Pengelompokan Pajak 
a.  Menurut Sifatnya 
1. Pajak Subjektif 
Yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan pada keadaan 
pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 
keadaan subjeknya. 
2. Pajak Objektif 
Yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan objek 
yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar kemudian baru 
dicari subyekny baik orang pribadi maupun badan. Dengan kata lain, 
pajak objektif adalah pengenaa pajak yang hanya memperhatikan 
kondisi objeknya. 
b. Menurut Golongannya 
1. Pajak Langsung 
Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
2. Pajak Tidak Langsung 
Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 
dilimpahkan pada orang  lain. 
c.  Menurut Lembaga Pemungutannya 
1) Pajak Negara atau Pusat 
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan diguhakan 
untuk    membiayai Rumah Tangga negara pada umumnya. 
2) Pajak Daerah 
Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah 
tingkat 1 maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah 
tangga daerah masing – masing.  
 
6. Pendapatan Asli Daerah 
Menurut Undang – undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Pewrimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah 
a.  Pajak Daerah 
Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 
daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang – undangan yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah . 
b. Retribusi Daerah 
Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin 
tertentu yang harus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
c.   Bagian Laba BUMD 
Yaitu berupa bagian laba yang terdiri dari laba bank pemerintah daerah 
dan laba BUMD. 
d. Lain – lain pendapatan yang sah 
Berupa hasil penjualan aset milik daerah, jasa giro atau bunga deposito, 
PT, CV, Koperasi, dan lain – lain. 
 
7. Pajak Daerah 
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau 
badan pada daerah tanpa imbaln langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah     
( Mardiasmo, 2003 ) 
 
 Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu : 
a. Pajak Daerah Tingkat 1 ( Pajak Propinsi ) 
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 
2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan  di Atas Air. 
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan kendaraan di Atas Air. 
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan. 
b. Pajak Daerah Tingkat 2 ( Pajak Kabupaten atau Kota ) meliputi : 
a) Pajak Hotel. 
b) Pajak Restoran. 
c) Pajak Hiburan. 
d) Pajak Reklame. 
e) Pajak Penerangan Jalan. 
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 
g) Pajak Parkir. 
 
8. Dasar Hukum 
  Dasar Hukum pelaksanaan pemungutan pajak daerah antara lain : 
a. UU Nomor 34 Tahun 2000, sebagai perubahan UU Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak   Daerah dan Retribusi Daerah. 
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 
c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2003 tentang 
Pajak Restoran. 
d. UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai perubahan dari UU Nomor 25 Tahun 
1999. 
e. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pajak 
Restoran. 
 
9. Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official Assesment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
pada pemerintah ( fiskus ) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang. 
Ciri – cirinya : 
Ø Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 
Ø Wajib Pajak bersifat pasif. 
Ø Utang timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) oleh 
fiskus. 
b. Self Assesment System 
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepercayaan tanggung jawab pada Wajib Pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar. 
Ciri – cirinya: 
Ø Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
Wajib Pajak  sendiri. 
Ø Wajib Pajak lebih bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan   
melaporkan diri   pajak terutang. 
Ø  Fiskus tidak ikut campur yaitu hanya mengawasi. 
c. With Holding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada 
pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. 
Ciri – cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang ada pada pihak ke tiga ( pihak selain fiskus dan Wajib Pajak ). 
 
10. Pengertian Pajak Restoran 
· Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang 
disediakan dengan pungutan, bayaran tidak termasuk usaha jasa boga 
atau catering. 
· Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan di restoran, 
rumah makan, warung makan dan sejenisnya. 
 
11. Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Wajib Pajak Restoran 
a. Subjek Pajak Restoran 
Subjek Pajak Restoran adalah orang atau badan yang melakukan 
pembayaran atas pelayanan restoran, rumah makan, warung makan dan 
sejenisnya.  
Atau dengan kata lain Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau 
badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. 
b. Objek Pajak Restoran 
Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan Restoran, Rumah 
Makan, Cafe, Bar dan sejenisnya, yang meliput penjualan makanan dan 
atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. 
Dikecualikan dari objek pajak adalah : 
1. Pelayanan jasa boga atau catering 
2. Pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, warung 
makan yang peredarannya tidak melebihi Rp 50.000 ( lima puluh ribu 
rupiah ) setiap hari. 
c. Wajib Pajak Restoran 
Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran, rumah makan, warung 
makan, dan sejenisnya. 
 
12. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif 
b. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada 
Restoran. 
c. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% ( sepuluh persen ). 
 
 
 
 
B. Analisis dan Pembahasan 
1. Sistem  dan Prosedur Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Sukoharjo  
Sejak tahun 1984 sistem pemungutan pajak daerah adalah self 
assessment, yaitu Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah pengusaha restoran 
diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 
atau menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya 
terutang. Pada sistem ini Wajib Pajak dituntut untuk mengambil peran aktif 
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Sistem Pemungutan Pajak Restoran adalah suatu rangkaian yang 
meliputi penghimpunan data objek dan subjek pajak restoran, penentuan 
besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak 
restoran pada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya sehingga 
diperoleh suatu tujuan yaitu tercapainya suatu target dan pelayannan 
restoran. Menurut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2004, 
prosedur pembayaran pajak restoran dapat dilihat sebagai berikut: 
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GAMBAR 11.2. 
Prosedur Pembayaran Pajak Restoran Oleh Wajib Pajak 
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Penjelasan dari prosedur pembayaran pajak restoran adalah sebagai berikut: 
1. WP dalam hal ini WP Restoran memulai dengan mengisi SPTPD (Surat 
Pemberitahuana Pajak Daerah). 
2. SPTPD tersebut yang telah terisi kemudian diserahkan kepada Kepala 
Badan Pengawas. 
3. Kepala Badan Pengawas yang telah menerima SPTPD dari WP Restoran 
kemudian melakukan pengecekan ulang. 
4. Setelah dilakukan pengecekan ulang SPTPD tersebut dan tidak ada 
kesalahan maka SPTPD tersebut oleh Kepala Badan Pengawas diberikan 
pada Bupati. 
5. Bupati yang telah menerima SPTPD tersebut selanjutnya menetapkan pajak 
terutang dan menerbitkan SKPD yang kemudian diberikan kepada WP 
restoran. 
6. WP yang telah menerima SKPD tersebut apabila telah menyetujui besarnya 
pajak yang terutang yang tercantum dalam SKPD kemudian mencatat 
jumlah setoran pajak terutang dan membayarkan pajak terutang tersebut ke 
Bendahara Penerimaan. Sedangkan WP yang tidak atau terlambat 
melakukan pembayaran maka harus membayar sanksi administrasi dalam 
hal ini adalah denda sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulannya,  selanjutnya 
mencatat jumlah setoran pajak terutangnya dan kemudian membayar pajak 
terutang tersebut. 
7. Bendahara Penerimaan yang  telah menerima jumlah setoran dari WP 
kemudian mencatatnya ke dalam jurnal penerimaan kas dan memberikan 
bukti setoran ke WP. 
 Pajak restoran sebagaimana merupakan bagian dari pajak daerah yang 
dipungut oleh Pemda, diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. 
Dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah terdapat 
istilah target dan realisasi. Target Pendapatan merupakan rencana 
pendapatan yang dianggarkan untuk dapat diraih sesuai dengan kemampuan 
institusi penghasil pendapatan. Sedangkan realisasi merupakan kemampuan 
pencapaian penerimaan pendapatan yang sudah ditargetkan. 
Tabel III.1. 
Target dan realisasi Pajak Restoran Tahun 2007 – 2009 (Rp) 
 
Tahun Target Realisasi 
2007  245.400.000 249.777.888 
2008  294.480.000 236.139.281 
2009    294.480.000  300.090.268 
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ( data diolah ) 
        2007                        2008                      2009 
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut diatas dapat diketahui target dan 
realisasi pajak restoran dari tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2007, 2008 
dan 2009. Dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan antara target yang 
di anggarkan dengan realisasi yang dicapai. Pada tahun 2007 pajak restoran 
melebihi target yang dianggarkan, sedangkan pada tahun 2008 dengan 
menaikan anggaran untuk target maka realiasasinya tidak mencapai target 
yang dianggarkan. Untuk tahun 2009 dengan target yang di anggarkan sama 
dengan tahun 2008 maka realisasinya dapat mencapai target yang 
dianggarkan tersebut. 
  Dari tabel tersebut, maka dapat digunakan sebagai dasar atau acuan 
untuk menjawab: 
2. Efektivitas Pemungutan pajak restoran 
 Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau 
peralatan yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
(Handoko, 2003 : hal 7). Pajak restoran dikatakan efektif apabila selisih 
realisasi penerimaan dengan target yang dianggarkan mengalami selisih 
positif yaitu di atas atau lebih dari 100% sedangkan dikatakan kurang 
atau tidak efektif apabila selisih dari realisasi dengan target yang 
ditetapkan atau dianggarkan mengalami selisih negatif yaitu dibawah 
atau kurang dari 100%. 
 Efektivitas pemungutan pajak restoran ini digunakan untuk 
menginformasikan berapa banyak suatu hal telah berubah dan 
bagaimana hal yang satu dengan hal yang lainnya. 
 Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas 
penerimaan Pajak Restoran di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dapat  
digunakan rumus sebagai berikut: 
n = ( Realisasi Penerimaan : Target Penerimaan ) X 100% 
Tabel III.2. 
Interpretasi nilai n 
 
Besarnya nilai n Interprestasi 
Lebih dari 1 Sangat tinggi 
Antara 0.80 – 1.00 Tinggi 
Antara 0.60 – 0.80 Cukup 
Antara 0.40 – 0.60 Agak rendah 
Antara 0.20 – 0.40 Rendah 
Antara 0.00 – 0.20 Sangat Rendah 
  
 Perhitungan tingkat efektivitas realisasi penerimaan Pajak Restoran dari 
tahun 2007, 2008 dan 2009, sebagai berikut : 
a. Tahun Anggaran 2007 
Efektivitas =  ( 249.777.888 : 245.400.000) x 100 %  
     =   101.78 % 
     =   1.78 
b. Tahun Anggaran 2008 
     Efektivitas  =  ( 236.139.281 : 294.480.000) x 100 %   
                    =   80.19 % 
       =   0.80 
c. Tahun Anggaran 2009 
      Efektivitas  =  (300.090.268 : 294.480.000) x 100 % 
       =    101.90 % 
       =    1.90 
 
Tabel III.3. 
Iterprestasi Tahun 2007-2009 
 
Tahun Besarnya nilai n Interprestasi 
2007 1.78 Sangat tinggi 
2008 0.80 Tinggi 
2009 1.90 Sangat tinggi 
 
   Berdasarkan perhitungan diatas, menunjukan bahwa penerimaan 
pajak restoran di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2007 
sampai dengan 2009 dapat dikatakan efektif. Dengan pernyataan 
tersebut, maka Pajak Restoran merupakan salah satu sumber 
penerimaan yang potensial pada Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) 
Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar tingkat 
efektivitasnya melebihi 100%. Pada tahun 2007, efektivitas Pajak 
Restoran di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo sebesar 101.78%, 
penerimaan Pajak Restoran tahun anggaran ini terealisasi sebesar 
Rp249.777.888,00 sedangkan rencana yang dianggarkan sebesar 
Rp245.400.000,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa di tahun 2007 
Pajak Restoran mampu memberikan kontribusi sebesar 1.78% terhadap 
Pendapatan Asli Daerah.  
   Pada tahun 2008, efektivitas Pajak Restoran di DPPKAD 
Kabupaten Sukoharjo sebesar  80.19%, penerimaan Pajak Restoran 
tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp236.139.281,00 sedangkan 
rencana yang dianggarkan sebesar Rp294.480.000,00. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa di tahun 2008 Pajak Restoran mampu memberikan 
kontribusi sebesar 0.80 % terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
 Pada tahun 2009, efektivitas Pajak Restoran di DPPKAD 
Kabupaten Sukoharjo sebesar  101.90%, penerimaan Pajak Restoran 
tahun anggaran ini terealisasi sebesar Rp300.090.268,00 sedangkan 
rencana yang dianggarkan sebesar Rp294.480.00,00. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa di tahun 2009 Pajak Restoran mampu memberikan 
kontribusi sebesar 1.90% terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
 Berdasarkan data tiga tahun terakhir, tingkat efektivitas tertinggi 
terjadi pada tahun 2009 dengan kontribusi 101.90 % sedangkan tingkat 
efektivitas terendah terjadi pada tahun 2008 dengan kontribusi sebesar 
80.90 %.  
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Restoran 
sebagian besar melebihi target yang telah ditetapkan, walaupun pada 
tahun 2008 realisasi penerimaan Pajak Restorannya  tidak mencapai 
target yang telah ditetapkan. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah yang 
berat, dikarenakan penerimaan selalu mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun. 
3. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap PAD. 
Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD 
dapat digunakan rumus sebagai berikut:  
K = ( realisasi pajak restoran :  realisasi PAD ) X 100% 
 
Tabel III.4. 
Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran  
terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo  
Tahun 2007 – 2009 
 
Tahun 
Anggaran 
Realisasi Pajak Restoran 
( Rp ) 
Realisasi PAD 
(  Rp ) 
Kontribusi 
( % ) 
2007 249.777.888 52.098.780.622 0.47 
2008 236.139.281 51.577.675.759 0.46 
2009 300.090.268 48.841.473.199 0.61 
Sumber: DPPKAD Kabupaten Sukoharjo ( data diolah ) 
Dari tabel diatas dapat dirinci perhitungannya sebagai berikut: 
a. Tahun Anggaran 2007 
Kontribusi = ( 249.777.888 : 52.098.780.622 ) X 100% 
          =  0.47 % 
b. Tahun Anggaran 2008 
Kontribusi = ( 236.139.281 : 51.577.675.759 ) X 100% 
          =  0.46 % 
c. Tahun Anggaran 2009 
Kontribusi = ( 300.090. 268 : 48.841.473.199 ) X 100% 
          =  0.61 % 
 
 Dari tabel diatas diketahui bahwa kontribusi pajak restoran dari 
tahun 2007 sampai dengan 2009 mengalami perkembangan dan 
penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2007 kontribusi 
mencapai 0.47% tetapi tidak demikian  halnya dengan tahun 2008 
kontribusi mengalami penurunan menjadi 0.46%. Sedangkan pada tahun 
2009 kontribusi mengalami peningkatan menjadi 0.61%. Oleh karena 
itu, dapat dikatakan bahwa pajak restoran berperan penting dalam 
menunjang PAD Kabupaten Sukoharjo. 
 Untuk menunjukan perkembangan keberhasilan pencapaian 
realisasi pajak restoran atas target pajak restoran selama kurun waktu 3 
tahun yaitu dari tahun 2007 sampai dengan 2009 dapat dilakukan dengan 
perhitungan sebagai berikut: 
1) Selisih Realisasi Pajak Restoran dengan Selisih Target Pajak 
Restoran tahun 2007 
= ( Selisih realisasi pajak restoran tahun 2007 atas tahun 2006 ) –       
(  Selisih target pajak restoran tahun 2007 atas tahun 2006 ) 
= ( 249.777.888 – 221.086.774 ) – ( 245.400.000 – 220.325.000 ) 
= 28.691.114 – 25.075.000 
= 3.616.114 
2) Selisih Realisasi Pajak Restoran dengan Selisih Target Pajak 
Restoran tahun 2008 
= ( Selisih realisasi pajak restoran tahun 2008 atas tahun 2007 ) –       
(  Selisih target pajak restoran tahun 2008 atas tahun 2007 ) 
= ( 236.139.281 – 249.777.888 ) – ( 294.480.000 – 245.400.000 ) 
= (- 13.638.607 ) – 49.080.000 
= - 62.718.607 
3) Selisih Realisasi Pajak Restoran dengan Selisih Target Pajak 
Restoran tahun 2009 
= ( Selisih realisasi pajak restoran tahun 2009 atas tahun 2008 ) –     
(  Selisih target pajak restoran tahun 2009 atas tahun 2008 ) 
= ( 300.090.268 – 236.139.281 ) – ( 294.480.000 – 294.480.000 ) 
= 63.950.987 – 0 
= 63.950.987 
 Dari perhitungan diatas menunjukan bahwa pada tahun 2008 
terdapat selisih  realisasi dengan selisih target negatif  yang disebabkan 
oleh selisih target pajak restoran lebih besar dibandingkan selisih 
realisasi pajak restoran. Sedangkan ditahun 2007 dan 2009 terdapat 
selisih realisasi dengan selisih target positif yang disebabkan oleh selisih 
target pajak restoran lebih kecil  dibandingkan dengan selisih realisasi 
pajak restoran. 
 
 
4. Hambatan – hambatan dalam pemungutan Pajak Restoran 
Berdasarkan data yang telah diperoleh olen penulis melalui wawancara 
dengan pihak yang berwenang dalam melaksanakan fungsi pemungutan 
Pajak Restoran yaitu DPPKAD Kabupaten Sukharjo sub bidang 
Pendapatan, maka dapat disimpulkan hambatan – hambatan yang 
dihadapi oleh DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan 
pemungutan Pajak  Restoran yaitu : 
a. Dari dalam diri DPPKAD itu sendiri, meliputi: 
1. Wilayah Pemungutan pajak yang terlalu luas sehingga enggan 
untuk melaksanakan pemungutan.. 
2. Keterbatasan jumlah petugas pemungutan pajak. 
Hal ini menyebabkan banyak WP yang seharusnya dikenai pajak 
tetapi tidak terdaftar. Berdasarkan hasil wawancara penulis 
dengan petugas yang berwenang diperoleh data dari 58 jumlah 
petugas tenaga lapangan terdapat 11 petugas yang ditarik untuk 
menangani retribusi pelayanan kesehatan. 
3.  Proses pemberian sanksi yang kurang tegas. 
Dalam hal ini belum sampai pada proses penyitaan karena 
waktunya yang lama dan prosesnya yang rumit sehingga hanya 
menggunakan pendekatan persuasive. 
 
 
 
4. Kurang sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. 
Hal ini mengakibatkan masyarakat yang memiliki usaha restoran 
belum memenuhi kewajiban pajaknya karena tidak tau bahwa 
usahanya akan dikenakan pajak. 
b. Dari diri Wajib Pajak, meliputi : 
1. WP sengaja menghindar dari pajak karena kurang tegasnya 
sanksi. 
2. WP yaitu pengusaha restoran tidak membayar pajak sesuai tarif 
yang berlaku sehingga DPPKAD hanya memungut sesuai 
kesanggupan. 
3. Ditemukan di lapangan bahwa ada sebagian WP yang terindikasi 
menyembunyikan omset sehingga pajak yang dikenakan tidak 
maksimal. 
5. Tindak Lanjut DPPKAD kabupaten Sukoharjo Dalam Upaya 
Peningkatan Pendapatan Asli  Daerah ( PAD). 
Dalam menghadapi hambatan – hambatan yang ada untuk memperkecil 
tingkat resiko yang lebih besar lagi maka DPPKAD Kabupaten 
Sukoharjo melakukan langkah – langkah atau tindak lanjut sebagai 
upaya peningkatan Pendapan Asli Daerah ( PAD ), yaitu sebagai berikut: 
a. Meningkatkan SDM para pegawai DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
melalui pelatihan atau training dan peningkatan jenjang pendidikan. 
b. Mengadakan penyuluhan langsung terhadap WP restoran sesering 
dan semaksimal mungkin. 
c.  Memberlakukan sanksi tegas bagi WP restoran yang enggan dan 
terlambat dalam pembayaran pajak. 
d. Menambah tenaga kerja  lapangan dalam pemungutan pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
TEMUAN 
 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap potensi pajak 
restoran berdasarkan target dan realisasi, efektivitas pemungutan pajak, hambatan-
hambatan dalam pemungutan pajak restoran dan tindak lanjut yang dilakuakn oleh 
DPPKAD Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan PAD, serta berdasarkan 
wawancara dengan pegawai yang berwenang dalam hal ini adalah bagian 
pendapatan maka terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan yang penulis 
temukan antara lain sebagai berikut: 
A. Kelebihan 
1.  Pemungutan pajak restoran telah dapat berjalan dengan baik, terbukti 
dengan semakin  meningkatnya realisasi pajak restoran pada tahun 
2007 dan 2009. 
2. WP mendapatkan pelayanan yang lebih menguntungkan dari DPPKAD 
yaitu dengan adanya sistem jemput bola yang dilakukan oleh tenaga 
kerja lapangan DPPKAD. 
3. WP dapat mebayar pajak secara langsung dan lunas, karena ada sistem 
jemput bola. 
4. Pemungutan pajak sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2003 dan 
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2004. 
5. WP sudah dikatakan taat terhadap Perda, karena sudah melakukan 
kewajiban perpajakan. 
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B. Kelemahan 
1. WP cenderung menyembunyikan pendapatan yang sebenarnya sehingga 
pihak pemungutan sulit menentukan besarnya pajak terutang. 
2. Kurangnya sanksi yang tegas bagi WP yang melanggar. 
3. Tidak ada petugas pemeriksa WP, sehingga berakibat WP dapat 
menyembunyikan pendapatan dari jumlah pembayaran yang sebenarnya. 
4. Tidak adanya pengarsipan dokumen pembayaran pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan hasil pembahasan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
1. Penerimaan pajak restoran tahun 2007 dan 2009 di Kabupaten Sukoharjo 
sangat tinggi tingkat efektivitasnya. Terbukti bahwa realisasi penerimaan 
pajak restoran mengalami kenaikan  dan dapat melebihi target yang telah 
ditetapkan dengan tingkat rasio lebih besar dari 1 ( 100% ) yaitu pada 
tahun 2007 sebesar 101.78% dan 2009 sebesar 101.90%, sedangkan 
tahun 2008 dapat dikatakan tinggi tingkat efektivitasnya karena hanya 
mencapai 80.90% . 
2. Kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2007 sampai dengan 
2009 mengalami perkembangan dan penurunan yang tidak terlalu 
signifikan  dengan kontribusi terbesar pada tahun 2009 sebesar 0.61% 
dan kontribusi terkecil pada tahun 2008 sebesar 0.46%. 
3. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran sebagai upaya 
peningkatan PAD kabupaten Sukoharjo  terdapat hambatan – hambatan 
yaitu: 
a. Dari dalam DPPKAD, meliputi: wilayah Pemungutan pajak yang 
terlalu luas, tidak ada petugas pemeriksaan, keterbatasan jumlah 
petugas pemungutan pajak, proses pemberian sanksi yang kurang 
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tegas, kurang sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. 
b. Dari WP itu sendiri meliputi: WP dengan sengaja menunda – nunda 
pembayaran, WP sengaja menghindar dari pajak, WP tidak 
membayar pajak sesuai tarif yang berlaku, ditemukan ada sebagian 
WP yang terindikasi menyembunyikan omset sehingga pajak yang 
dikenakan tidak maksimal. 
4. Pihak DPPKAD Kabupaten Sukoharjo juga berupaya untuk mengatasi 
hambatan – hambatan tersebut antara lain melalui: 
a. Meningkatkan SDM para pegawai DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
melalui pelatihan atau training dan peningkatan jenjang pendidikan. 
b. Mengadakan penyuluhan langsung terhadap WP restoran sesering 
dan semaksimal mungkin. 
c. Memberlakukan sanksi tegas bagi WP restoran yang enggan dan 
terlambat dalam pembayaran pajak. 
d. Menambah tenaga kerja  lapangan dalam pemungutan pajak dan 
pemeriksaan laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
B. Saran 
Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 
penulis memberikan saran kepada DPPKAD Kabupaten Sukoharjo agar 
dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya 
pajak restoran di tahun-tahun mendatang. Saran-saran dari penulis antara 
lain: 
1. Memberikan penyuluhan kepada WP restoran agar lebih mengerti dan 
paham tentang pajak restoran 
2. Melakukan pendataan ulang subjek dan objek pajak restoran secara 
langsung khususnya yang terdapat didaerah-daerah dan luar kota. 
3. Menambah petugas lapangan untuk pendataan dan penagihan pada WP. 
4. Memberikan sanksi yang tegas tehadap WP yang melanggar. 
5. Membentuk tim yang bertugas memeriksa pembukuan WP untuk 
memeriksa kebenaran pendapatan WP tersebut. 
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